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' . PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR - 18 TAHUN 2012

- TENTANG .

RETRIBUSI PENGUJIAN KERDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

) Memmbang a

. . . Republik Indonesia Tahun 1945;

WALIKOTA AMBON,

bahwa - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
merupakan salah -satu- simber pendapatan . daerah
yang potensial dan dapat dipungut secara efektif dan
efisien; ) ' _
bahwa Undang-undang Negara Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
memberi kewenangan bagi daerah untuk melakukan
pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Umum;

bahwa Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16

- Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor {Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003

Nomor 10 Seri C Nomor. 10} sudah tidak sesuai lagi
. dengan perkembangan sehingga perlu diganti dan
- disesuajkan  dengan perundang-undangan yang

berlakuy;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, periu
membentuk  Peraturan  Daerah tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 18 -.iyat {6) Undang-undang Dasar Negara

‘Undang-undang - Nomor '60 Tabhun 1958 tenfang

. Penétapar Undahg-undang Darurat Nomor 23 Tahun

1« 1957 téntang Pembentitkan daerah-daerah Swatantra
. Tingkat ¥ Dalam wilayah daerah Swatantra Tingkat I

‘Maluku {Lémbaran Negara Republik Indonesia Tahun

L 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran
_ Negara Republik Indonesia: Tahun 1958 Nomor 111,

" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1645); =



Undang—undang Nomor 32 Tahun 20{}4 tentang

Pemerintdéhan Daerah {Lembaran Negara Republik. = .- .-
Indonesia’ ™ Tahun 2004 HNomor 125, Tambahan =

Lembaran Republik Indonesia  Nomot - 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang—undang Nomor 12 Tahun 2008 tetang

- Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran -
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan lLembaran Negara ~Republik ‘Indonesia
‘Noinor 4844};

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu
lintas dan angkutan jalan {Lembaran negara tahun -
20609 nomor 22 Tambaha_n Lembaran Negara Nemnor

5025); -

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak B

daerah dan retribusi daerah {Lembaran Negara tahun

2009 nomor 130 tambahan lembaran negara TOMor
5049);

Peraturan Pemerinitah Nomor 15 Tabun 1955 tentang -
Pembeéentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang -
Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya
Sendiri {Lembaran Negara Tahun 1855 Nomor 30,

Tambahian Lembaran Negara Republik. Indonesia - -

Nomor 809};:

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
I Ambon {Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nemor 3137]

Peraturan’ Pemenntah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
‘Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran

" Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran

10.

Negara Nomor 3527}); .

" Peraturan’ Pemermtah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
' Kendaraan dan Pengemud1 {Lembaran Negara Tahun

1993 Nomor 64, ’I‘ambahan Lembaran Negara Nomor
3530); - '

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang -
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintdh Daerah Provinsi dan Pemerintah Daeralr -

Kabupaten/Kota . (Lembaran Negara  Republik

' Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran

11,

Negara Republik: Indonesia Nomor 4737});
Peramran Pemermtah Nomor 69 Tatun 2010 tentang'

" Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentf

Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah-

. ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161});
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12, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun
© 1993 tentang Pengujm Berkala Kendaraan Bermotor;

Dengan Persetujuan - -
~ DEWAN PERWARTLAN RAKYAT, DAERAH KOTA AMBON
WAL_!KOTA.AMBQN

MEMUTUSKAN :

| Memnctapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RETRIBUSI

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAR UMUM

Pa.sal 1

. Yang dimaksud dalsm Peraturan Daerah il dengan

1) Dacrah adalah Kota Ambon;

. .2} Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Kota Ambon;
- 3) Walikota adalah Wahkata Ambon

- 4] Pejabat adalah pegawa1 yvang diberi tugas tertemtu dibidang

perhubungen sesuai dengan perdturan perandang-undangan yang
berlaku;

b 5y Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon
: . - 6) Golongan Retribusi adaiah pengelempekan Retnbum vang melipiuti

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan
tertentuyy;

7} Retribusi Jasa Umum adalah retnbu&‘,l atas jasa yang disediakan

atau diberikan oleh pemerintah kota untuk tujuan kepentingan dan

pemanfaatan umum serta .dapat dlnlk:mau oleh r;;ranr:r pribadi aiam
badan; : A

- 8} Retribusi Penguy.an Kendardan Bermotor selanjutnya dmebut

Retribusi  adalah pembayaran ates penyediaan fasilitas yang’
" diberikan kepada sesedrang atzu badan untuk- pengujzan dan
pemeriksaan atas kegiatan pengangkutam di jalan;

9} Kendaraan adalah suabu alat yang daat: bergerak di Jalan terdiri dari

kendaran bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

;‘_.;10) Kendaraan bermotor adalah kendargan yang dlgerakkan oleh

peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;.

11) Pengupan kendaraan bermotor adalah serangkalan kegiatan menguji
. dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta
-gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka
pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan lailk Jala.n



12) Pengujian pertama . pelaksanaan® pemeriksaan pertama kali bagi
kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah
divgi sama sekali; o |

13} Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uii.

- Berkala adalah pengujian kendaraan Dbermotor,. yang dilakukan’
secara berkala ‘terhddap setiap ~kendarasan = bermotor, kereta
gandengan, kereta ternpelan den kendaraan kKhusus dalam rangka -

- pemenuhan terhadap persyaratan tekmis dan laik jalan. vang
dilakukan setiap 6 bulan; . - ’

14} Mobil peniumpang adalah setiap kendarasn bermotor roda, 4 {empat)

yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 [delapan) tempat duduk

- tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan TOAUpn,
ianpa periengkapan péngangkutan bagasils '+ nod - i

15) Mobil bus adalahi Setiaff kendaraant bermotor ‘yang dilengkapi-lebih

ey

dari 8 (delapan} tempat duduk tdak termasik tempsat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan

 bagasi; e - |

- 16) Mobil barang adalah 's‘étia}p kendaraan bermotor selain dari yang
' termasuk dalam sepeda métor, mobil penumpang dan mobil bus;

17} Kereta gandengan adalah . suatu, alat yang dipergunakan untuk
© mengangkut barang yang seluruhnya bebannya ditizmipu oleh alat
itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oléh kendarian bermotor;

18} Kereta tempelan adalah suatii alat yaig ‘dipergunakan  untuk
mengangkut barang yang -dirancang untuk tertarik dan sehagian
ebannya ;ii_tumpl; oleh kendaraan bermotor Penarilenya:

19) Kendaraan ‘khusus adalah kendarsan bermotor :selain dari ‘pada
kendaraan bermotor 1miuk penumpaing dan’ kendarsan bermotor
untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atay -
mengangkat barnag-barang khusus, o '

20) Kendaraan wmum _E}Lda_iah_ setiap kenda;ﬁaﬁn bermotor yang
-disedikaan untuk dipergunakan oleh -umum dengan dipungut

- bayaran; S - : '

21) Buku Uji Berkala Tanda Bukti Lulus Uji berbéntuk buku yéng berisi
data dan legitimasi hasil _pengujian setiap kendaraan bermotor,
kereta tempelan kereta gandengan ataw kendaraan khuisus; ‘

22) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yarg selanjutnya disingkat
SERD,adalah surat keputusan yang menentitkan besarnya jumlah
reﬁibusi: terhutang; - o S '

23) Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah; yang selanjutniya dapat
disingkat SPORD,adalah surat yang diguanakn oeh wajib retribusi
untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar

erhifungan dan pembayaran retribusi yamg terutang menurut
peruhdang-undangan retribusi daerah; s : '

24} Surat Ketelapan Refribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya .

--disingkat - SKRDKBT, ‘adalah - surat ketetapan - yeng menentukan -
jumldh  kelebihan pembayaran - retfibusi karena jumlah kredit.
retvibiusi- lebih besar daripada retribusi yang tenuiang atau Hdzsk
seharusnya terhutang; T -



oed

- -28)Burat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat

STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau
sanksi administrasi berupa bunga da atau denda;

26} Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerab adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawa1 Negeri Sipil yvang
selanjutnya disebut pefiyidik untuk mencari dan mengumpulkan
bulkti yang dengan bukii itu menibuat terang tindak pidana dibidang

"+ Retribusi dacrah yang terjadi serta menemukan fersangkanya.

BABIT :
NAMA, OBJEK DAN S’UBJEK RETRIBUSI

Pasalz '

:‘[l} D’engan nama retribusi pengujian kendaraan bérmotor dipungut -

- - retribusi dtas pelayanan pengujian kendaraan bermotor;

- {2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimeksud pasda ayat {1)

termasuk kendaraan bermotor diatas air.

Pasal 3

(1) Subjek retribusi adalah orang pnbadl atau  badan yang
|7 . menggunakan/menikmati pelayanan j&SB. perzgujlan kendara.an_

bermotor;

(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) yang menurit
Peraturan. Daerah ini diwajibkan membayar retribusi - termasuk
penungiit atau pernotong retribusi merupakan waiib retribusi.

Pagal 4

- Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan
B pengujxan kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air,

. sesuai “dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
E dx_selenggarakan oleh Pemennt_ah Daecrah.

BAR I o
GOLONGAN 'RE'"I‘RIBUSI |
Pasal 5.
'Rembum Pengmlaﬂ Kendaraan Bermotor d1golongkan sebagai refribusi

" jasa umum.
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' o 7 Pasal 6 . .
Tin'gkat pengguﬁaan jaéa Rctno usj Pengujza_n Acndaraan -Bermotor p
- diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan pengiijian
_' ktndaraan bermotor

BAB V
FRIKSIP DI-‘sN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
T 'DAN BESARNYA: TARIF
] Pasal 7-

{(H P‘nns:sp dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi - dimaksud  didasarken . pada biaya = penyelengsaraan
pengujian . kendaraan - bermotor  dengan memi:ér'timb'augmv
kemampuan -masyarakat dan aspek keadilan serta  efektivitas .

' pengendalan atas pelaysnan tersebut; S
(2} Biaya sebagaimana ¢imaksud ayat (1} pasal ini meliputi -
& Biaya pemeriksaan kéndaraan bermotor varg diuji;

b. Biaya pengetokan fiomar 131 dan tanda uji;
Biaya, 'pembﬁatan dan pemasangan tanda samping;
Biaya kawat dan baut segel;

e opoo

Buku wji serta  syarat keterangan kelengkapan kenda:aan
bermotor; '

th

' Meneliti dan menetapkan ambang batas ke ctebalan asap / emisi gas.
buang dan kebisingan kendaraan bermotor;dan

BABYI
STRUKTUR DAIY EESARWYA TARIF RETRI?USI
- Pasa] 8 '

(1 } S‘truktur tarﬂ dlgolongkar berdasarxan Jems atau kategori kendaraan
dan daya angkut lcendaraan;

{2) Struktur dan besamya tarif retribnisi sebaga;mana dimaksud pada
ayat (1} pasal ini adalah

No | Jm_ub Peiaydth - ] 7 R.;EL(IL&D. Tarif Retribusi
11 b :'E-". = 2 .- T = 3 -
UJI mﬂ \AAN .BER? ‘-5{}‘1‘0‘2 DI
. | DARAT .
1. Pengupan Peﬂ:ama

a. kendarasan dengem JBE < 5500 kg
dengan rincian sebagai berikut :




ul

n

t g

. B
(1) Biaya ugt Rp. 45.000,-
(2) Buku uji ‘Rp. 20.000,-
" {3) Plat Uji, kawat, segel - . Rp. 15.000,-

(4} Tanda samping

(4} Tanda sainping Rp. 20.000.-
S— : . Rp.107.500,-

. kendaraan dengan JBB 5500 sampai

15000 kg dengan riucian sebagail

benkut

{1) Blaya uji Rp. 52.000,-

{2) Buloa uji Rp. 20.000,-

{3} Plat Uji; kawat, segel Rp. 15.000,-

- Rp. 20.000.-

{4 Tanda sampmg

o L ;. Rp.115.000,-
kendaraan dengan JBB > 15000 kg '
dengan rincian sebagai berikut : : :
. - & Rp. 60.000,-
{3) B1aya U_]l Ro. 20,000
(2 Pk Uji 'l Rp“ 15.000.-
(3) Plat uji, Kawat, Scgel TP AR

Rp. 15.000.-

Uii ulang atau Numpang Usi
a) kendaraan dengan JBB < 5500 kg

dengan rincian sebagai berikut :
{1) Biaya Uji
{2} Plat Uji; kavat, scgf:l

{3) Tanda samping

Rp- 122.500,

 Rp. 45.000,-

Rp. 15.000,-

Rp. 20.000.-

b.Kendaraan dengan JBB 5500 sampai |-
15000 kg dengan nnc&an sebagal

Rp. 87.500,-

- ‘berilmit:
{1) Biaya uji Rp: 52.000,-
_(2) Plat uji, Kawat, Segei Rp. 15.000,-
{3) Tanda samping . Rp. 20.000,—
- Rp. 95.000,-
c. Kendaraan dengan JBB > 15000 kg : :
dengan rincian seba.gaz benkut
(1} Biaya Uil
Rp. 60.000,-
(2) Plat Uji, Kawat, Segel . OV
. Rp. 15.000,-
{3) Tanda samping

Rp. 20.000,-
Rp.102.500,-




W

3 - ‘ . 3
3. Pengujian emisi gas buang sepeda motor |-
" a. Biaya Uii ' . Rp. 15.000,-.
b. Stiker ~ . .. - | Rp. 5:000,-~
4. | Penggemtian Tanda Ledus Ui~~~ |
a. Buku Uji Ruszak © . 4. Rp:20.000,-
b. Buloi Uji Hilang ' Rp. 50.000,-
. Plat Ui,  Kawat, Segel | - Ep. 16.000,-
Tusak/ hilang : )
-d.. Tanda samping rusak _ Rp. 10.000,-
B, [ KENDARAAN BERMOTOR DIATAS -AIR _
Objek Retribusi =~ | ' Satuan . Tarif |
l.Pemenksaan Kapal e .
-8 < 3.GT o E Per Kapal/6 bulan Bp. 50._000,'—

*» >3GT<7GT
2.Pengukuran Kapal

- <3GT | PerKapai/6bulan | Rp.70.000, |
o >3 GT=<7@GT __| Per Kapal/6Bulan ' Rp.100.000,-
, Pa:SaJ.Q

lL Besarnya tanf rembum sebagalmana dimaksud pada Dasal 8 ditinjau
kembali palmg lama 3 (taga) tahun’ sekali.
2}- Peninjavan tarif refiibusi sebagaimana. dﬂnaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan indeks ha,rga dan perkembangan
“perekoncmian.

d) Penetapan tarif rembu31 a.ebagalmana dunaksud pada ayat {2)
dltetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI o
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 10
Wilayah Pungutan Retribusi adadah Wilayah Kota Amboli.



' BAB VHI

MASA RETRISUSI DAN SAAT RETRIRUSI TERHUTANG

- P

Pasal 11 - ...
L S 1 3 Trdn i a1 . -
Mase Retribusi adaleh jarighs wakt: vanglamenya © [ehan) bulan.

SR Pasaldz - - . D
‘::E-'_VQ‘C“aT Tﬁ'ﬁ"’s"b’.‘.’.ﬁ" terhutai = adalzh padél- aaat diterb;tkaﬂﬁya SKT-E“ mtant
i dokumen lain yang dxpersamakan.

BAB IX

. - DPENDATTARAN SITRAT PRMREX ’-‘?"!"“ TAN RETRIRUSI DAERAH
7 Pas_al 13
A_ {1) Wajib retvibust wa h mengist IPORD atan dokumen lain yang
dipersamakan.
L@y SPORD stau  dokumen lain yang dipefsan‘:&:&*z . sebegaimana

-dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditanda tangani oleh waijibk retribusi atau kuasanya;

{3) Bentulk, isi dan tala cara penerbitafn dan pényampéia:n SPORD atau '
dokumen lain vang dipersamakan sehagamana dlm;aksud pada ayat -
oS dltetapka_n eleh Waliketa. .- :

¥

'i‘_g.;}_\__)g_ S'JLE_& p'!;i.rrm(“'r‘;rré .'!' AT Bt ] 'D‘__J}“g\f

P{asai i4
i} Pemmungutan stribued tidak dupat i;,emr glan.

© {2) Retribusi' terutang dipungut.’ dengan menggunakan SKRD atau
) doukumen lain vang dmersamakan yvang diterbitkan oleh Walikota.

{8) Hasil pungutan tersebut pada ayat {2) pasai ini dlsetor ke kas daﬂah
dengan disertai bukn—buktl setoran ‘

© (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbltan SKRD ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.



Pasal 15 .

{1} Pembayaran retribusi yang terutang -har_us dihanast sekéligﬁs.r

(3)

ey

. STRD.

(2) Kendaraan yang telah habis masa. uji dan tidak di

(2) Walilcota atas permohonan Wajib Retribusi setelah ‘memenuhi
. persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujiian kepada .

" Wajlb Retribusi untuk mengangsur atau ‘menunda pembayaran
retribusi dengan dikepakan bungan scbesar 2% {dua. persen)
sebulan. S o

Tata cara pembayaran, 'peﬁyetoran,r tempat ' pembayaran ‘retribusi

diatur dengan Peraturan Walikota,

. BABXI
SANKSI ADMINISTRASI

' ‘Pasal 16
Dalam hal wajib retribusi tidak wembayar tepat pada wakiinya atau
kurang membayar dikenakan sanlesi administrasi be:

sebesar 2% setiap bulan selama tenggang waktn dari retribusi yang
terutang atau -

uji berkala tep;at

. pada wakiunya dikengka‘n sanksi (denda) sebesar 1 (satu} kali biaya
 pengujian. - . . .

(3} Kendaraan habis masa uji yang dengan serigaja’ mengubah dan atau

{1}

»{BV)VTata.‘ Cata pengenagan sanksi -sebagaimang-_dimaksud pada -ayat 1

e

mengganti tanggal masa berlaku uji, baik pada buku uji atau pada

tanda samping atau pengecatan -identitas lainniya dikenakan sanksi-

biaya tambah sebesar 5 {ima) kali biaya pengujian.,

. Pasal 17

Walikota dapat memberﬁcan sanksi tambahan berupa pembekuan
sementara izin sampal dengan pencabutan izin. jika ternyata sanksi
sehagaimana dzmaksuddalam pasai. 16 tidak dipenuhi wajib

retribusi selama 2 (dua) kali masa wji.. .© . -

" elkan diatur‘dengan Peraturan Walikota, . -

Pasal 18 .

STRD jika wajib retribusi tertentu tidak:membayar refribusi terutang
- tepat pada wakiunya atau kurang membayar.

10

rupa. bunga’

kurang ba_yar dan ditagih dengan: menggnakan

Untuk melakukan penagihan retribusi, Walikota dapat menerbitkan

ot
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1)

(2} Penaglhan retribusi terutang sebaga]mana dlmaksud pada ayat {1)
- didahnlui denigan Surat Teguran.

(3} Jumilah kekurangan retribusi jang temtang daia;n 'STRD
scbagaimana dimaksud pada ayat (1} ditambah dengan- sanksi
administrative berupd biuiga sebesar 2% (dua persern).

BAB XII
KADALUWARSA PENAGIﬂAN
Pasal 19

B (1) Hak untuk melalcukan pcnaghan retnbus1, kadaluwarsa setelah

- melampani Jangka waktu 3 (tlga) tahun se}ak surat terutang retribusi, -
" kecuali apabila wajib retr1bu51 melaktikan tindak pidana bidang
retribusi;

* {2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sgbégahnana disebutken ayat 1y

ditangguhkan apabila :

- a. Diterbitkan surat teguran; atau

*b. Ada pengakuan Hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung,. -

.. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran scbagaimana -dimaksud pada

‘ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
chterlmanya surat teguran tersebut '

. (4) Pcngakqan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2} huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaranya .
menyatakan masih mempunyai utang retribusi- dan  belum
mehmasinya kepada Pemerintah Kota. '

- 1(B) ='Pengékuan utang retribusi secara, udak langsung s‘ebagaima.na;

~dimaksud pada ayat (2} huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permobonan angsuran giau penundaan pembayaran dan -
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

{1 Plutang retrxbu:-u vang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk:

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

-.{2) Walikota menetapkan Kpeutusan Penghapausan Phrtang Retribusi

yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimeaksud pada ayat (1).

11,



{3} Tata cara penghapusan piutang fetribu_si yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Walikota.

el il

asiah vang L._.Le‘,:""& sanialean ::1-'—-1"101_11-&‘“ “.a‘"—x_Ju r"is%‘;jg_t -

Y o ra b rian oot e L - ot f1n a, R SR
2} Pemberian insentif sebagaitans dimaksud pada ayat {1} ditetapkan

mela_lm Anggaran dan Pendapatan Belan_;a Daerah

o3y T - g 4= 3 ~ Ty
{3} Tatz cara pem! "«P:’tm* f“vu pemanfasian ‘nsentﬁ’ acbagaamana

dimaksud pada ayat.(1}. dﬂaksanakan sesuai. dengan peraturan
pefmdanﬂ—undangan '

Waiib retribusi yang Hdak melsk saﬂagan m,wa‘;; an ;1_-,? schin
merugikan keuangan daerah diaricam pidand kurungan paling lama
3 ftiga) bulan atau pldana cienda Dahng banyak 3 {tiga) kali jurhlah
retribusi terutang; ' :

(23 Tindak pidana varw dufl.m}:suq ﬂad ‘ .. t {1} daﬁh nﬂanggarm’r

(3) Denda sebagaamana dnnaksud pada ayat {1 mempakan pener:rnaan
negara.

BAB XV : _ :
KETENTUAN PEHYIDIKAN SR !

_ Pasal 22 Pie e '
Pﬁﬂy’ldlka}:\. atas tindak pidana sebagazmana dimaksud pada pasal 19

- dilaksanakan oleh Peny1d1k Pegawm Negeri 81911 (PPNS) dalam lingkup
Pemerintah Kota. to

Pasal23
Dalain melaksanakan tugas penyidikan;, Penmdlk PegaWa:L Negeri Sipil
sebagaimana dnnaksud pada’pasal 20 bérwéwenang : ;
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oo

R I Menc:mia, mencari, mengumpulkan dan menehtl keterangan atau, - --

B i‘

laporan berkenaan dcngan tindaic pidana;

Meneliti, mencari dan mengmnptﬂkan keterangan mengenal orang
pribadi atau badan tentang kebenaram perbuatan yang dilskukan

' sehubungan dcngaﬂ tindak pidana;

Meminta keterangan cian barang bukti dari orang prlbadl atau badan
. sehubungan dengan tindak pidana;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen—dc}mmen lam

 berkenaan dcnt,anhndak pidana;
 Melakukan penggeledahan untulk mendapatkan barang bulkt

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan

. penyitaan terhadapbamngbuktl tersebut;
" Meminta bantian' téenaga ahli -dalam rangka peiaksanaan tugas

yermdlkan tindak pidana;

Menyuruh berhenti, melarang sesecrang mcninggalkaﬁ ruangan.
pada saat pememksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan/atau ‘dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
huruf € pasal uu,

} Membuat sidik j jari dan memotret seseorang yang. berkaltan dengan
, tindak pidana; °.

Memanggil orapg  untuk didengar keterangannya dan chpemksa '

"scbagai tersangka atau saksi;

Menghentikan pen;judjkan sectelah mendapat petun_]uk dari penyidik |
POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut -
bukan merapakan tindak pidana dan selanjuinya melalui penyidik .

' POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penu_nmt Umpum,
 tersangka atau keluaxganya Coe

Melakukan tindakan lain yang-perlu untuk kelancaran penyidikall
tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIFIAN
Pasal 24

Bemua penz:nan dan kﬁtentuan yang mengatur tentang ?enguﬁan:
Kendaraan Bermotor yang telah diterbitkan ‘sebelum diberlakukan:
Peratizran Daerah ini, masih tetap beriaku sampai masa izin berakhir.

13



BABXVII . -~
YETENTUAN PENUTUP
Pasei25

Dengan berlakunya ‘Persturar ﬂ‘ Dizersh ing, maka ?wa*:wan de"aM Eota
Ambon Nomor- 16 Tahun 2003 tentang Retnbum Pengl:man Kendaraan
‘Bermotor {Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomo‘r— 10 Seri C
Romor 10} dmyatakan tidak berlaki 1ag1 o T

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan ‘pengundangan
peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
~ Kota Ambon, '

-y
e

_Dm_q@km di Ambon -
-f pada; tﬁi{ggal 3 Juh 2012

/{, sy
PN ) - - . p i

. ‘“'undangkan di Armbon
: fpdﬁau_ﬁmgga; 3 uuu 2{}1_&

z,ams KGTAAMBGH &/ TN P

/) GUSTAN LATUHERU = = - - = .

AN DAERAN KOTA AMBON o 2o .._...3:?--7. BN

TAHUN 2¢12 NOMOR 18-SERI € NOMOR 09 s
,-Iz‘-;_ - 55;"'_ - i ._‘_-"'r B :_' 8 N ol

T; o - Y



Ty

o

iy

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 18 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

UM

) Pada hakekatnya jalan merupakan = suatu. prasarana - '
-~ perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting terutama
" mienyangkut peristiwa perwujudan pernerataan hasil pembangunan

serta pemantapan -pertahanan den. keamsman dalam rangka |

i mewujudkan sarana pembangunar nasional.

Berbarengan dengan itu adaﬁya_ peningkatan kegtatan lalu lintas
dan angkutan di jalan dalam Kota Ambon sehingga memungkinkan
adanya penanganan pengujian kendarain bermotor (PKB} sebagai

upaya pengamanan dan keamansn berlalu h;ltas jalan pada

S Easkbivete\ ' N

Dalam hubungannya dengan upaya pengamanan di jalaii itulah =
maka pemerintah telah mengeliarkan Undang-undang Nomor- 22 .
. Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain perund’ang—undangan vang secara orgairilk rnengamr

Jnengenai lalu lintas dan kendaraan, Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan

sctiap kendaraan umum yang beroperasi di jalany inaupun di lagt.

Di dalarn Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pengujian
Kendaraarn Bermotor dimasukkan scbagai jenis retribusi jasa umum
vang wajib diuji oleh Pemerintah Daerah sebelum dapat dioperasikan -

Dengan peraturan daerah ini selain diharapkan adanya-

peningkatan pendapatan asli daerah juga dengan ditingkatkannvya

nilai retribusi ini diharalkan péngendalian terhadap ope‘rasional:

kendaraan baik di jalan maupun di laut dapat 1ébih ditingkatkan.

PASAL DEMI PASAL

'_ Pasal 1

Cukup J elas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas
. Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1}
Cukup Jelas
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Ayat {2} .

. Cukup Jelas
Pasal 4 T
Cukup Jelas
Pasal & _ _ . :
Komponen-komponen kendaraan yang diuji adalah sistim roda,

suspense, tempat duduk, {empat tanda roda, tanda samping,.
tangki bahan bakar, badan kendaraan/ body, kaca kendaraan,
penghapus kaca, kaca spion, klakson, rem, lampir-iampu;

saluran pembuangan, sabuk keselamatan, spakboard,- bumper, -

- pengukur kecepatan (speedo meter} dan persyaratan tambahan
antara . lain : donglrek dan alat pembuke ban, segitige
pengaman,; ban cadangan, kotak obat, -pernadam kebakaran
dan kunci-kunci seperlunya. : '

Pasal 6 L
Cukup Jelas

‘Pasal 7 _
Avat {1} -
Cukup Jelas
Avat{2) - .o
Cukyp Jelas
.Pa-sal_is
Ayat (1) -
_ - Cukup Jelas
Ayat {2 .
Culktup Jelas
Pusal 9
Ayat (1)
' Cukup Jelas
 Ayat () _ _
Huruf A
Angka 1.
Hurad a.
ous 12 Seat, pick up, bok, taxi dan

AL
angkutan sewa. .
Huruf b. '

Termasuk didalamnya addlah ‘mobil -

bus 16 Seat dan 25 seat, truck bak

e ; a1 x . .
erouia, WUCK DOX, diuanp truck seria

kendaraan khmsus TNI/Polri.

Huruf c. -
Termasuk' didalamnya adalab truck
tronion dan truck tempelan.

18
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Angl;a 2.
Huruf a. o
Termasuk didalamnya adalah mobil

bus- 12 .seat, pick up, box, taxi dan
angkutan sewa, :

: ) Termpasuk didalamnya adalah mobil -
_ L . : 7 bus 16 szt dan 25 seat, truck bak’
3 ) terbuka, truck box, dump truck serts -
kendaraan khusus TNI/Polri.
Huruf <. . i : _
Termasuk didalamnya adalah truck
tronton dan truck tempelan
Angla 3.
Cukup Jelas

Anglka 4. _
Cukup Jelas
Huruf B
_ Culcup Jelas
Ayat (3) -
' Cukup Jelas

Pasal 10
- Cukup Jelas

Pasal 11 : L )
Masa retribusi dalam pasal ini disesuaikan denpgan masa uji
kendaraan berdasarkan Peraturan Pemerintah Negara Republilk
Indonesia Nemor 44 Tahun 1993 pasal 148 ayat {2) dan -
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993,

Pagal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
‘ Cukup Jelas
Ayat {2}
Cukup Jelas
Avat (3)
Cukup Jelas

[

Pasal 14

. L } ) Ayat (1)

et Cukup Jelas
BT Ayat (2)
R Cukup Jelas

17



Ayat (3) -

}-;.

Ayat {4

Cukup J elas '

Cukup J elas. L

Pasali 158
A}ra.t {1) ]
= {‘ﬁk—mﬁ *{F.EQG
| Ayat (2)
Cukup J F-las
‘—“'J Fat \U:

Culeup J clas

Faszl 16
Ayat (1)
Cul;{up Jelas
Ayat {9)
Avat {3}
(,ukup Jelab

Pagal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Fa =4
11., &LL 1‘_. f

Cykup Jelas

Pasal I8
Ayat (1)

S Cuk'_ap Jelas

. njc:I {4;

Cukup J elas'

_Ayat (3)

Ayat (1)
Cukup Jelas

=}
Culaup Jelas

Ayat (3]

. Cukup Jelas

Ayvat (4)
Cukup Jelas

Ayat_[S)

Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)

Cultup Jelas -

Ayat {2

ukup J elas. .

Cukup Jelas .

Cukup Jelas .

18
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Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1} :
Cukup Jelas
Avat (2]
Cukup Jelas
Ayat {3)
CukupJelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
: Culaap Jelas

- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 272
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